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Dokter Perusahaan
Setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di 

Perusahaan → yg bertugas dan atau

bertanggungjawab atas hygiene perusahaan, 

kesehatan dan keselamatan kerja

Dokter harus

tersertifikasi/berijasah dalam

bidang higiene perusahaan, 

kesehatan dan keselamatan kerja →

Pelatihan Hiperkes dan 

Keselamatan Kerja Dokter

perusahaan, S2 MKK/MK3, Sp.Ok

• STR

• SIP

• Srt Penunjukkan → Dokter

Perusahaan dan atau

Dokter Pemeriksa

Kesehatan Kerja



Tugas dan Fungsi Dokter Perusahaan

Pelayanan
kesehatan

Administrasi

Perlindungan

Medis

Lingkungan

Pelaporan
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Perlindungan (UU. No. 1/1970)

Mencegah
kecelakaan

kerja

Mencegah
penyakit

akibat kerja

Pertolongan
pertama

Pengendalian 
faktor risiko 

K3

Harmonisasi 
tenaga kerja, 

alat kerja, 
proses kerja dan 

lingkungan
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Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan (awal, berkala, insidental)

Penanggulangan kecelakaan kerja

Diagnosis & penatalaksanaan penyakit akibat kerja

Penilaian disabilitas/kecacatan

Bertanggung jawab atas higiene perusahaan
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2OI9 TENTANG KESEHATAN KERJA



7 Langkah Diagnosis PAK

Menentukan

diagnosis klinis

Menentukan 

Pajanan

Menentukan hubungan antara

pajanan dengan penyakit

Menentukan 

besarnya pajanan

Menentukan faktor 

peranan individu

Menentukan faktor lain 

diluar pekerjaan

Menentukan diagnosis Penyakit

Akibat Kerja (PAK)
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Masyarakat

Komunitas 

Pekerja

Individu

1. Pemeriksaan pra-kerja

2. Risk asessment

3. Upaya promosi kesehatan

4. Upaya pencegahan PAK

5. Pemeriksaan berkala-

monitoring biologis

6. Penanganan masalah PAK

7. Penanganan industrial disaster

1. Promosi Kesehatan

2. Fit to work

3. Diagnosis & penanganan PAK

4. Job analysis

5. Penanganan kecelakaan kerja

6. Return to work evaluation

Pencegahan dampak

industri terhadap

Kesehatan 

(sekarang dan nanti)



Administrasi

Analisis layanan kesehatan

Bertanggung jawab terhadap rekam medis

Melaporkan kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
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Referensi

Clinic

Public Health

Statistic

BookPolicy Article



Terima kasih

Dokter adalah agen perubahan.
Dokter perusahaan merupakan salah satu

tantangan karir seorang dokter.
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